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Abstrak
Penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim perlu untuk dikaji secara mendalam, hal ini berarti bahwa pendekatan  humanistik  dalam penerapan  sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perpajakan tidak hanya harus sesuai dengan nilai-nilai  kemanusiaan  yang beradab,  tetapi juga harus  dapat  membangkitkan kesadaran pelaku akan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang   menghendaki   diperhatikannya    prinsip    individualisasi    pidana   dalam penerapan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan tindak pidana perpajakan. Dalam penelitian ini, analisis mendalam terhadap Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) difokuskan pada penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana dalam putusan hakim yang dikaitkan dengan prinsip individualisasi pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan hakim. Hasil penelitian ini adalah penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 didasarkan pada adanya kesalahan pelaku, dan elastisitas pemidanaan yang didasarkan pada  perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri.
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Abstract
The application of the principles of criminal individualization through the EAS on the perpetrators of taxation crimes in the judgment of judges need to be examined in depth, this means that the humanistic approach to the application of criminal sanctions imposed on the perpetrators of taxation crimes must not only conform to the values of civilized humanity, but also must be able to raise awareness of the perpetrators of the humanity values and social values of life. The humanistic value-oriented approach is what requires the principle of criminal individualization in the application of criminal sanctions as one of the means of combating taxation crimes. In this study, in-depth analysis of the MA verdict No. 938 K/Pid. Sus/2015 which has been legally fixed (Inkracht van Gewijsde) is focused on applying the principle of criminal individualization through the EAS against the perpetrators of taxation crimes. The study was conducted with a normative juridical approach. Secondary Data is obtained through statutory regulations, judges, books, and scientific journals. The data collection method used is through the study of the library. The data analysis method uses a descriptive analysis which is examined based on the object of the Criminal Law study on the application of criminal sanctions in judges ' decisions attributed to the principle of criminal individualization. The results of this research are the implementation of the idea of criminal individualization that poured through the EAS against the perpetrator of taxation criminal in the ruling MA No. 938 K/Pid. Sus/2015 is based on the fault of perpetrators, and the elasticity of the EAS based on the change/development/improvement in self-perpetrators.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam hukum pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “nulla poena sine culpa” yang berarti tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali orang tersebut telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan pada dirinya. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini berarti bahwa meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku. Untuk adanya pemidanaan, masih diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan baik dalam wujud kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan sanksi pidana. 

Kebijakan formulasi hukum pidana di bidang perpajakan dalam implementasinmya ternyata menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkadengan penerapan ketentuan pasal yang mengatur sanksi pidana. Persoalan tersebut timbul salah satunya dikarenakan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap suatu perbuatan hukum yang sama menggunakan kebijakan yang berbeda.

Tidak adanya parameter untuk menentukan adanya pelanggaran administrasi dan kejahatan di bidang perpajakan, telah melukai rasa keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakadilan terjadi manakala seseorang yang karena kelalaian dan ketidaktahuannya terhadap administrasi perpajakan, diancam dan dihukum sama dengan mereka yang sejak semula berniat (mens rea) untuk melalukan kejahatan di bidang perpajakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas  jelas   cakupannya   sangat   luas,   guna mencegah luasnya cakupan tersebut, dan untuk memudahkan pembahasan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Bagaimana penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015?
C. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan hukum primer, dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan pengadilan, sekaligus juga menggunakan bahan hukum sekunder, dan tersier. Jadi pembahasan dalam penelitian ini dipahami sebagai kajian kepustakaan terhadap data sekunder. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam kajian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam putusan pengadilan.

Adapun putusan pengadilan yang dianalisis berkaitan dengan penerapan prinsip individualisasi pidana melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu : Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015.

2.  Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi  pustaka.  Data tersebut kemudian  diidentifikasi dan kategorisasikan, selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
II. PEMBAHASAN
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Nama Terdakwa : Tri Anis Noorbaiti (TAN) 

b. Dakwaan :

Melakukan tindak pidana “tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut” (Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana yang telah diubah dengan UU No, 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

c. Putusan : 

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut secara berlanjut” dengan pidana penjara selama 2 (dua)  tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 21.147.803.820,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam kedua Putusan Pengadilan sebagaimana yang tertuang baik dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 tersebut berdasarkan analisa peneliti adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri. 

Dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 tersebut telah mendasarkan pada pemikiran mengenai ide individualisasi pidana tidak hanya pada tataran pidana yang dijatuhkan dengan menyesuaikan pada kondisi pribadi/individu, namun sanksi pidana yang telah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) dapat pula dilakukan perubahan atau penyesuaian berdasarkan pada perkembangan atau perbaikan  individu terpidana serta mempertimbangkan pada tujuan pemidanaan. Pasal 57 ayat (1) Konsep KUHP 2015 menyatakan bahwa “putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan”. Selanjutnya, Konsep KUHP 2015 juga memberikan kelonggaran pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan penyesuaian ini, yaitu dapat dilakukan oleh narapidana sendiri, orang tua, wali, penasehat hukum, jaksa penuntut umum atau hakim pengawas (Pasal 57 ayat (2)). Perubahan atau penyesuaian pidana tersebut menurut Konsep KUHP tidak diperbolehkan lebih berat dari putusan semula, dan dapat berbentuk: (a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan, atau (b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Jika permohonan perubahan atau penyesuaian ini ditolak hakim, baru dapat diajukan kembali satu tahun kemudian setelah penolakan, kecuali dalam keadaan khusus yang menunjukkan permohonan kembali tersebut pantas untuk dipertimbangkan. 

Sementara itu ketentuan mengenai perubahan atau penyesuaian pidana yang telah dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) berdasarkan pada perkembangan atau perbaikan  individu terpidana dalam Rancangan KUHP 2019 sudah dihapuskan/ tidak lagi dirumuskan dalam pasal Rancangan KUHP 2019, hal ini karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Berikut ini adalah analisis yang dilakukan peneliti tentang penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang baik dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015.

Sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa TAN berbasis pada kepentingan bisnis PT. Shields Indonesia (korporasi) yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evation tersebut;

Sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena ”mensrea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau ”mensrea” dari PT. Shields Indonesia (korporasi), sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana ”Individual Liability” dengan “corporate liability” harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin ”Vicarious Liability” diterapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ;

Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan; Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungjawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Selanjutnya, dengan perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi, dan Indonesia telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan sebagaimana yang ada di Belanda. Berkaitan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diterapkan sistem pemidanaan Pasal 14 a, 14 b dan 14 c KUHP sekalipun difahami mungkin dipandang tidak tepat, namun hal tersebut mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana lebih pada ketentuan pemidanaan yang diatur di dalam undang-undang perpajakan dan tidak pada pendekatan retributif kepada pelaku individualnya tetapi lebih bertitik berat pada rasa keadilan khususnya pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari PT. Shields Indonesia tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 05/Pid./TPK/ 2014/PT-DKI tanggal 04 September 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 568/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut..

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa TAN sebagai diatur dan diancam pidana  dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (b), huruf (c) dan huruf (g) jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Penerapan ide individualisasi pidana yang dituangkan melalui pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam ketiga Putusan Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan MA No. 938 K/Pid.Sus/2015 berdasarkan Analisa peneliti adalah adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian atau peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri pelaku sendiri.

2. Saran

Hakekatnya sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa atau terpidana pelaku tindak pidana perpajakan diberlakukan sesuai dengan skala besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini berarti lamanya sanksi pidana penjara mengacu pada skala kerugian negara, sehingga mencerminkan peradilan negara yang menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila.
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